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ETIKA PERANG DAN RESOLUSI
KONFLIK

Andi Widjajanto

I. Pendahuluan

Tulisan i berusaha untuk menjabar-
kan moralitas atau eutka perang dan damai.
Fokus perhatian diberikan kepada doktrm fues
ad bellum yang mempermasalahkan tiga
prinsip yaitu pcnggunaan instrumen perang
sebagal bagian daci resolusi konflik, motivasi
spatu negara untuk berperang, dan prinsip-
prinsip moralitas yang membatasi alternatif
penggundan strategl dan taktik militer. Dalam
tulisun ini. bentuk kongkret aplikasi doktrin
iy ael belfum akan terhihat dengan memper-
hatikan dua rangkaian aktivitas untuk
menjabarkan doktrin tersebut vaitu (1)
pembentukan tata hukum internasional untuk
mencgakkan doktrin fus ad bellum; dan (2)
usiha untuk mencar alternatif-alternatif
resolusi konflik.

Untuk memudahkan pemahaman,
tulisan dibagt menjad: lima bagian. Bagian
pertama tulisan ini memaparkan ide dasar
dan pembabakan yang akan muncul. Di
bagian kedua, tulisan ini akan menjabarkan
prinsip-prinsip doktrin ius ad bellwm. Setelah
itu. tulisan mi juga akan menecrangkan
instrumen-instrumen internasionul yang
mengaplikasikan doktrein fus ad bellum. D1
bugian ketiga ini. penulis akan berusaha
menjabarkan tiga instrumen utama yang
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merupakan diferensiasi dart pemikiran kaum
liberalis/rasionalis. Di bagian keempat, penults
berusaha menjabarkan variasi-variasi tehmk
resolust konflik vang ditempatkan sebagui
upaya untuk menerapkan doktrin ius ad
bellum. Bagian terakhir adalah penutup
dimana penulis berusaha untuk kembali
menegaskan argumentast utama yang
ditawarkan di smi.

11. Prinsip-prinsip Doktrin ius ad belfum

Penjabaran doktrin tus ad Defliin
tidak dapal dilepaskan dari tiga landasan
filsofis dari kaum rasionalis/liberalis yang
mendasarinya, Landasan pertama adalih
tentang kemungkinan penerapan perang
sebagail suatu instrumen untuk mencapai
tujuan tertentu. Untuk landasan pertama ini,
terjadi perbedaan mendasar antara dua aliran
pemikiran. Aliran pertama diwakili oleh
Erasmus of Rotterdam (1314) vyang
mengambil garis pacifist dan menolak
menempatkan perang sebagai salah satu
instrumen diplomasi.' Bentuk kontemporer
dari aliran pacifist i terlihat dari gerakan
anti-kekerasan {afiimsa) Gandhi®, usulan
Fonathan Schell* unituk membubarkan negara
yang dipandang sebuagail agen utama
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peperangan, hingga sintesa strukturalis
Galtung® yung berusaha mencari cara-cara
pacifist dan populis untuk menghilangkan
kekerasan struktural (strvctiral violence).

Aliran yang lain — yang merupakan
turenan dart pemikiran St. Agustine, melihat
perang scbagal suatu kejahatan yang perlu
dilakukan untuk menciptakan perdamaian.’
Karena perang pada hakekatnya adalah hal
yang jahat muka perlu adanya upaya-upaya
moral untuk membatast kemungkinan
meluasnya akst kejahatan yang cenderung
muncul saat perang terjadl. Pundangan war
as « necessary evil milah yang mendasari
doktrinius ad betium. Hal penting yang perlu
ditekankan di sini adalah pertama, tujuan
perang adalah menciptakan perdamaian yang
posttif.® Perdumuian tidak dilibat dengan

definisi negatit: “peace as the absence of

werr " telapt dipandang sebagan suatu proses
untuk membentuk tradisi penciptaan
allematil-alternatif resolusi konflik vang tidak
lagi memungkinkan diterapkannya opsi
penggunaan kekerasan. Kedua, perang
bukanlah sesuatu yang dikehendaki, dan
karenanya harus dijadikan alternatif terakhir
(laest resort) yang terpaksa harus dipilih
karena cksplorast terhadap alternatif-
allernatf solusi lainnya gagal.

Landasan kedua dan dokirin fus ad
belfim adalah tentung bagimana men-
ciptakan “just war™. Filsuf pertama yang
memikirkan masalah ini adalah Alexander of
Hales {1240) yang mengidentifikasi syarat-
syaral darl just war, Syarat-syarat i oleh
Thomas Aquinas (1270} disederhanakan
menjadi tiga syarat ulama” Tiga syarat itu
adalah authorine, causta fusta, dan intentio
rectd. Suatu negara dapat mendeklarasikan
perang terhadap negara luin dan secara
moral dekiarasi itu dapat dinilai sebagai jusz
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war jika deklarasi tersebut diumumkan oleh
pemerintah yang sah (authority), ditujukan
murni untuk kepentingan pertahanan{eaise
itsta ), dan peperangan didakukan dengan
tnjuan nuntuk menciptakan kembali per-
damaian. tidak untuk melampiaskan cmosi-
¢mosi negatit yang mungkin timbul Karena
peperangan (intentio recta). Dart definisi di
atas, terlihat bahwa konsepsi just war tidak
mengukul motivasi lain dari perang selain dari
usahu untuk mempertahankan dini dari agres;
lawan (legitimate seff-defense).

Fondasi terakhir dart doktrin fus ced
helftm berkaitan dengan strategr yang
dipergunakan saat berperang. Prinsip utama
dari landasan ketiga 1m adalah semua cara
yang diaphikasikan dalam medan pertempuran
tidak boleh melanggar standar-stanclar moral
(termasuk hak asasi manusia/HAM) yang
ada. Standar-standar morul tersebut adalah
persyaratan disknminasi dan proporsio-
nalitas.”

Syarat diskriminasi mengharuskan
prajurii untuk tidak melakukan kekerasan
dalam bentuk apapun terhadap kelorapok
non-tempur (noncombatants) seperti ma-
syarakat sipil, pengungsi, pasukan kesehatan,
pasukan yang terluka dan atau tidak dapat
bertempur, dan pasukan yang telah menye-
rahkan diri. Kelompok non-tempur im
mendapat imunitas khusus yvang membe-
baskan mereka dari segala bentuk kekerasan
yang terpadt selama pertempuran berlang-
sung. Bentuk lain dari diskniminasi adalah
pada saat dua kekuatan tempur yang an-
tagonis bertarung untuk memperebutkan
suatu wilayah yang di dalamnya tinggal suatu
kelompok masyarakat yang tidak terlibat
langsung dalam pertempuoran. Syarat dis-
kriminusi mengharuskan pthak-pihak yang
bertikui mengizinkan kelompok masyarakat
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tersebut untuk mengungsi ke daerah yang
lebih aman dan status pengungsi tersebut
menjadikan mereka mempunyai kekebalan
dari kekerasan bersenjata yang terjadi.’
Untuk melindungi imunitas kelompok non-
tempur, syarat diskriminiast juga me-
mungkinkan diadakannya intervenst ke-
manusian alau bahkan mtervensi militer dar
aktor ketiga untuk menghentikan scgala
bentuk kekerasan yang dilakukan pihak-pihak
vang bertikai terhadap kelompok non-
tempur."’

Syarat proporsionalitas mengha-
ruskan perancang strategi dan taktik perang
untuk mengkalkulasikan biaya dan kerusak:n
yang tmbul akibat perang. Suatu peperangan
dikatakan memenuhi syarat proporsionalitas
jika kebaikan” yang diharapkan muncul saat
perang selesat (pihak agresor dikalahkan)
febih besar daripada kerusakan yang terjadi
selama perung berlangsung. Syarat pro-
porsionalitas im tidak memungkinkan suatu
ncgara untuk mempertaruhkan seturuh
sumber daya yang dimilikmya untuk meme-
nangkan perang dan karena itu mengha-
ruskan suatu negara untuek terlebih dahulu
mengeksplorasi alternatif-alternatif lain uniuk
menyelesaikan sengkerta.

Dari uraian di atas tergambar bahwa
doktrin iis ad betlinn memaksa negara untuk
menerapkan fust war dengan terus-menerus
memperhatikan masalah penggunaan
instrumen perang sebagai solusi perdamaian,
cara mengaplikasikan prinsip just war di
medan perang, dan operasionalisasi stralegi
perang vang bermoral. Penerapuan doktrin ius
ad bellum tersebut dengan kata lain men-
syaratkan enam hal yaitu last resort,
aiithority, causta tusta (Just cause),
inrentio rectd, syarat diskriminasi, dan syarat
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proporsionalitas, Gambaran sederhina dari
doktrin iy aef bellum dapat dilihat dalam
tubel berikut:

Tabel |
Kerangka Doktrin iy e freffum

Dokirin | Landasan Syaral

Ferang = Instrinwen | Lasr fesorn

A L et s

Foer W Aothorery
Diey
Al € erniwior feesre
Hellu

fetertios Revin

Strategl Perang Enskonninasi

Proprasin-
nabitas

Doktrin iws ad bellim —yung
merupakan diferensiasi pemikiran kaum
liberalis, mengambil bentuk konkret melului
(1} penciptaan hukum dan norma inler-
nasional {Grotian); (2) usaha pernbentukan
tederalisme demokrast global (Kantian); atau
(3} usaha untuk memperlemah peran negara
dalam sistem mternasional batk melalui upaya
untuk mengedepankan peran aklor non-
negara dan atau upaya untuk lebih mem-
prioritaskan isu-isu low politics yang tiduk
menjadi domain aktor negara (Fungsi-
onalisme). Bentuk konkret aplikas: doktrin
fus ad beflum bisa juga dilthat dengan
memperhatikan dua rangkatan aktivitas
upaya untuk menjabarkan doktrin lerscbut
yaitu (1} pembentukan tata hukum inter-
nasional untuk menegakkan doktrin ius ad
bellum: dan (2) usaha untuk mencari
alternatif-alternatif resolusy konflik.
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IHl. Instrumen Internasional dari
Doktrin ius ad bellum

Aplikasi pertama doktrin fus ad
bellum terutama lerlihat darn penolakan
kawm percifist -sepertt Erasmus of Rotterdam
(1514). Emeric Crucé (1623), William Penn
(1693}, John Bellers (1710), dun Abbé de
Saint-Pierre (1712), tentang penggunaan
mstrumen perang sebagat alternmatif penye-
lesaian masalah antar negara'®. Gerakan
normatif untuk membuat perang sebagai
kehyjakan “terlarang ™ mendapat sosok posiat
paling nyata ketika Mentert Luar Negeri
Perancis, Aristide Briand, dan Mentert Luar
Negeri Amerika Serikat {( AS), Frank Kellog
menandatangani Kellog-Briand Pact tentang

General Treaty for the Renunciation of

Weer di Paris pada tahun 1928, Dalam traktat
ini, 62 negara menyepakat untuk “condenis

recourse to war for the sofution of

internarional controversies and renounce
oas an instrument of national pofiev”",

Pakta Kcllog-Briand didahului
dengan pakta serupa yang bersifat terbatas
yang dirancang di Locarno (Swiss) pada
tanggal 16 Oktober 1925 dan ditandatangan:
th London pada tanggal 1 Desember 1925,
Persetujuan, vang dikenal sebagai the
Locarno Treaties of the Rhineland Pact
int. ditandatangani oleh Perancis, Belgia dan
Ferman dan mendapat garansi dari Inggris
dan [talia." Pakta Locarno pada dasarnya
menegaskan legalitas keutuhan perbatasan
Perancis-Jerman dan Belgia-Jerman. Dalam
konteks 1ni, Pakta Locarno merupakan per-
Janjian non-agresi di mana Jerman, Perancis
dan Belgia berkomitmen untuk memper-
tahankan perbatasan yang ada dan bahwa
ketiga negara berikhtiar untok tidak mem-
pergunakan instrumen perang sebagai solusi

GLOBAL 6/2000

untuk menyelesaikan masalzh perbatasan.'

Aplikasi kedua adalah usaha untuk
memasukkan doktrin ius ad bellum dalam
tatanan hukum internasional. Aplikasi ini
diawali dengan usaba kodifikasi aturan
perang tentang standar-standar moral yang
harus dijaga selama perang berlangsung,
Kodifikasi tersebut dihasilkan melalui
negosiasi internasional dan menghasilkan
Geneva Convention (1864), Konferensi
Hague [ (1899), Konferenst Hague [1(1907)
dun St. Petersbury Convention.'™ Ins-
trimen-insteurnen tersebut kemudian divevis
dan mendapat heniuk normatif-tormal mclalui
Piagam PBB dan Resolusi-resolusi PBB.

instrumen-instrumen formal im
daput diklasifikasikan menjadi dua kategort.
Kategorn pertama adalah norma-norma
mternasional yang mencoba untuk mencipta-
kan standar-standar moral universal yang
diharapkan dapat membatasi segala bentuk
pelanggaran hak asast manusia di medan
perang. Kategori kedua adalah norma-norma
mternasional yang menolak penggunaan
instrumen perang sebagail pilihan untuk
menyelesaikan sengketa antar negara. Dari
munculnya dua kategort ini terlihat bahwa d
satu sisi komunitas mtermnasional sebenarnya
memiliki cita-cila untuk tidak kg menempat-
kan perang sebagai bagian dari politik
internasional, namun di sisi lain komunitas
internasional juga menyadari bahwa jika
sistern (nternasional masih bersitat anarki,
maka selalu ada kemungkinan perang. Dan
karena dalam kondisi pertempuran terbuka
kemungkinan terjadinya kekejaman-
kekejaman yang udak manustawi maka perlu
dibuvat stundur-standar moral untuk mence-
gah terjadinya kekejaman terscbut.
Perangkat- perangkat tersebut’” dapat dilihat
dalam Tabel II.
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Tabel 1
Instrumen Internasional dan Doktrin fuy ad bellin

No i  Iestrumen [nternasional Peperapun doktnn
iuy ael Beilim
1.k A Cl IR D B
i Kellop-Briand Pacl ¥ ¥ v - - ¥
2 The Trealy of Locarpo v v ¥ - - ¥
2 Ceneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 1 - - - - v -

Waonmded and Sick in Arvmed Forees o the Field

3 Geneva Convenuon for the Amclioration of the Wounded, Sick and] - : - - v
Shipwrecked of Armed Forees at Sea

5 Geneva Conventon relative o Treatment of Prisoners of War - - - - ¥ -

6 Geneva Convention relative o the Protection of Civiban Persons in] - - - - \ -
Tune ol War

7 Protecol Additional o the Geneva Convention of 12 August 1949, ] - - . - W
and relating 1o the Protection of Yictims of Tnwernational Armd
Conthiets (Protocol 1)

5 Protocul Additional 1o the Geneva Convenion of 12 Augus 1949 | - : - v -
and relating to the Proteclion of Victims of Non-internotienal Arped
Conlhicts {Frotocnl L

9 UN General Asscinhly Resolution 260 A (1) Convention on theb - - - - v -
Prevention and Punishment of the Crime of Genouide

10 | UN General Assembly Resoluton 2391 Convention non the Naon-| - - - - ¥ -
Applicahility of Statutery Limitations 0 War Crimes and Cranes
against Hupnny

11 | UN General Assernnbly Resolutin 3074 Prnnciptes of Inleenational | - Y - - y -
Co-operation in the detection, arrest, estradition and pumshinent of
persons guilty of war crimes and cnimes against humanily

12 fDeclaration on the Protection of Women and Children in Emergency - - - : ¥ -
and Armed Conflict

[3 | International Convention on the Rights of the Child - - - - ¥ -
14 3 Charter of the Umited Nations, Chapter VI v ¥ - - - v
15 | Charter of the United Nations, Chapter VI Article v ¥ ¥ v . v
L& | Charter of the United Nations, Chapter VI Ariicle ¥ 5 v ¥ - ¥
LN General Assembly Resolution 39711 Declaration on the Rights] v v - - -

17 [of Peoples 1o Peace

L8 | Burton’s Problem Solving Approach/Human Necds Theory v - - : - -
14 | Galtung's Structural Violence Approach v - - . ; ;

Kelerungan: LR=Last Reson, A=Authonty, Cl=Causta lusta, [R=Imentio Reeta, D=Discrimination, P=Proportionaliny.
ti= Syara Berlaku, - = Svaru tidak dibahas dalam instromen.
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[nstrumen-instrumen PBB dalam
Tabel H yang berada dulam katagori standar
nniversal tentang pelanggaran HAM dalam
medan perang pada dasarnya berusaha
untuk mengaplikasi syarat diskriminasi dari
doktrin fuy ad bellum. Syarat diskriminasi
ini diterapkan dengan memberikan perlin-
dungan terhaduap kelompok non-tempur dari
berbagal kekerasan yang terjadi selama
perang berlangsung. Imunitas untuk kefom-
pok non-tempur ini berlaku untuk empat sub-
kelompok.

Sub-kelompok pertama adalah para
prajurit yang karenua scbab-sebab terteniu
tidak dupat lagl melanjutkan pertempuran
atau telah menjadi tawanan perang {instru-
men nomor 3-5 dalam Tabel 1), Untuk mem-
bantu para prajurit yang terluka di medan
perang, instrumen PBB memberikan hak
imunitas terhadap sub-kelompok kedua yaitu
unit-unit medis yang bertugas untuk mem-
berikan bantuan keschatan yang diperlukan
selama perang berlangsung (mstrumen nomor
3-5). Perlindungan terhadap unit-unit medis
int meliputi perlindungan untuk personel
kesehatan, rumah sakit dan balai-balai
perawatan, serta segala material yung diper-
lukan oleh unit-unit medis untuk melakukan
lgasnya,

Imunitas dari kekerasan militer
terutama diberikan pada sub-kelompok ketiga
yaitu masyarakat sipil vang tidak terlibat
dalam pertempuran namun berada di dalam
medan perang (instrumen nomor 6-8).
Sebuah perspektif historis yang disajikan
Clements dan Singer menunjukkan bahwa
perang modcren membunuh lebih banyak
kelompok sipil daripada pasukan angkatan
bersenjata. ™ Kasus diatas terjadi untuk
Perang Dunia [(1914-1918), Kontlik Internal
Spanyol {(1930-1939), Perang Cina-lepang
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(1937-1941), Perang Dunia H (1939-1943),
Perang antara Mozambique dan Portugts
(1965-1975), Perang Soviet-Afghanistan
(1979-1989). Balkunisust Yugoslavia (199]-
1995). Perang Chechnya (1994-1996) dan
Konflik Timor Timur { 1976-2000).

Untuk sub-kelempok ini. PBB mem-
berikan perhatian khusus kepada kelompok
perempuan dan anak-ansk yang cenderung
menjadi korban terbesar dar perang (ins-
trumen nomoer 12). Khusus untuk kelompok
anak-anak, dena internasional {termasuk
Indonesia) tclah menyepakati amandemen
terhadap Konvensi Jenewa di tahun 1977 dan
telah pula disepakati  frrernational
Convention on the Rights of the Child di
tahun 1989. Kedua konvensi ini menegaskan
bahwa usia mirimum bagi pasukan tempur
adalah 15 tahun sehingga pelibatan anak-
anak yvang belum berusia 15 tahun dalam
unsur pertahanan negara dapat dinyatakan
sebagal suatu tindakan yang tidak bermoral,
Masulah tentara anak-anak ini menjadi
perhatian besar dunia internasional karena
diperkirakan saat n1 300.000 anak-anak
berusia 5 hingga 14 tahun telah dirckrut
menjadi angkatan bersenjata di 36 konflik
mulai dari konthik di Afghanistan, Kambora.
Colombia, Uganda, Chechnya. hingga Timor
Timur."

Instrumen PBB juga mengatur agar
masyarakat sipil mendapatkan perlindungan
saal mereka beralth slatus sebagai pengungsi
yang bergerak meninggalkan daerah konflik
ke daerah yang lebih aman. Imunitas bagi
masyarakal sipil juga diperkuat dengan aturan
normatif tentang perlindungan terhadap
obyck-obyek sipil vang diperlukan untuk
menunjang kelangsungan hidup masyarakat
(Article 52-56, Protocol ). Obyek-obyek sipil
tersebut antara lain adalah sarana-sarana
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peribadatan, obyek-obyek budaya, sarana-
sarana yung berkaian langsung dengan
pemenuhan kebutuhan hidup dasar, keles-
tarian lingkungan hidup dan juga instalasi-
instalasi pembangkit energi.

Sub-kelompok terakhir yang men-
dapat imunitas khusus adalah unit-unit
pertahanan sipil. Unit-unit ini dibentuk oleh
masyarakat sipil untuk meringankan beban
para korban perang dan tidak ditujukan
schagal bagian dari angkatan bersenjata,
Unit-unit pertahanan sipi) diadakan sebagu
suatu unit opcrasional yang dapat melak-
sanakan operasi pembernian bantuun bagi
korban perang, memberikan perlindungan
bagl kaum perempuan dan anak-anak, dan
melakukan proses evakuast. Unit pertabianan
sipil ni bisa saja berasal dari luar pihak ber-
tikai yang mendapat mandat dari PBB untuk
melakukan intervensi kemunusiaan di daerah
konflik.

Suatu klansul khusus darn syarat
diskriminast adalah kutukan terhadap aksi
pembunuhan massal sistematis {genocide)
yang dilakukan oleh suatu pthak (instrumen
nomor 10-11). Klavsul khusus imi muncul
terutarna untuk mencegah terulangnyahofo-
caust serta kasus-kasus pembantaian etnis
vang terjady di perang-perang siptd negara-
negara berkembang, terutuma Afrika.

Kategor kedua dari instrumen PBB
adalah tentang penolakan perang sebagai
mstrumen politik internastonal. Artikel 33,
Bub VI dari Piagam PBB memperlihatkan
tekad negara-negara anggota PBB untuk
menyelesaikan sengketa antar negara melalui
cara-cara damai. Walaupun Bab int tidak
secara ekplisit melarang penggunaan ins-
trumen perang, namun Bab ini tidak mem-
hahas kemungkinan suatu negara meng-
gunakan kekerasan militer untuk menye-

an

lesaikan sengketa dengan negara lain. Bab
tentang Pacific Settlement of Disputes 1ni
Juga menuniukkan bahwa Majelis Umum
PBB dan atau Dewan Keamanan PBB me-
milikt wewenang untuk terlibat dalam upaya
pencarian solust damai atas sengketa antar
negara anggota PBB. Wewenang terschut
diberikan atas persetujuan pthak-pihak yang
bertikar dan ditujukan untuk menjaga
perdamaian dan keamanan dunia,

Penggunaan mstrumen perang da-
lam penyelesaian sengketya antar negara
dimungkinkan selama hal tersebut didasari
murni untuk motif pertahanan kedaulatan
negara. Bab VII Piagam PBB (Arukel 51)
secara tegas menyatakan bahwa “Nothing
i in the present Chearter shall impair the
inherent right of individual or collectice
self-defense if un armed attack occurs
against a Member of the United Nations”,

Bab VII ini secara jelas menunjuk-
Kan bahwa causta iustae bagl kemungkinan
terjadinya perang hanya ada satu yaitu
pertahanan kedaulatan negara. Selama tidak
ada ancaman nyata terhadap kedaulatan
negara maka segala deklarasi perang dapat
dianggap sebagai kegiatan tidak bermoral dan
dapat dianggap sebagai aktivitas yanyg dapat
mengancam perdamailan dan keamanan
dunia. Karena itu, deklarasi perang dari ne-
gara-negara agresor sebenarnya identik de-
ngan menyatakan perang pada seluruh
negara anggota PBB. Walaupun demikian,
Artikel 51 dengan tegas memberikan
wewenang penuh bagi Dewan Keamanan
untuk merancang segala tindakan intervensi
yang dianggap perlu — termasuk perang,
untuk menghadapi ancaman negara agresor
dan juga untuk mencegah atau menanggulangi
pelangguran-pelanggaran HAM di area
konflik.
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Bentuk laimn dari kategor: kedua
instrumen PBB adulah Resolusi Majelis
Umitim PBB no 39/11 {12 November 1984)

wntang Declaration on the Rights of

Peoples 10 Peace. Melalul Deklarasi ini
negara-negara anggola PBB bersepakat
untuk:

“ensuring the exercise of the right
of peoples to peace demands and
the policies of states be directed
towards the elimination of the
threat of way, particularly nuclear
wetr, the venunciation of the use
of force mn international refations
and the settlement of infernationad
disputes by peaceful means on the
hasis of the Charter of the United
Nations”,

Deklarasi 1im jelas menyatakan
bahwa negara-negara anggota PBB memiliki
(1) kewajiban untuk melindungi hak-hak
masyirakat untuk mentkmati perdamaian; (2}
wewenang legal untuk merancang sualu
kebyakan politik untuk menghtlangkan
ancaman perang; serta (3) kewajiban untuk
menggunakan cara-cara damal untuk
menyelesaikan sengketa internasional,

1V. Doktrin ius ad bellum dan
Resolusi Konflik

Kewajiban untuk menggali alter-
natif-alternatif penyelesaian kontlik dengan
cara damai ini merupakan wacana yang
dikembangkan para akademist seperti John
Burton® dan Johan Galtung®' yang oleh
Groom dianggap mewakili kelompok peace
researcher Kelompok ini berusaha untuk
menegakkun kembali ide kaum pucifist dan
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dengan demikian berkonsentrasi untuk
menjadikan perang sebagai alternauf ter-
akhir {{ast resort) untuk menyelesaikan
konflik. Aplikasi praktis dari ide kaum peace
researchierini terlihat darr maraknya upaya-
upaya penerapan resolust konlhk oleh nc-
gara-negara kecil (terutama negara-negara
Skandmavia) dan aktor-aktor non-negara
yang melibatkan beragam alternatif resolusi
konflik seperti humanitarian assitance,
rekonstruksi ekonomi, pencrapan goad-
governanee, demokratisast, rekonsiliasi,
post-conflict rehabilitation. dan peace-
maintenance.

Burton mengembangkan kalegon
baru bagi penvyelesaian kontlik yang dikenal
schagal problem-solving approach. Burton
beranggapan bahwa konfhik tidak dapat
diselesaikan dengan kekuatan senjata dan
Juga dengan negosiasi antar pihak-pihak yang
bertikar. Resolusi kon(lik tidak berakhir di
meja perundingan namun merupakan suatu
proses antuk menciptakan suatu struktur baru
yang kondusif bagi pemenuhan kebuluhan
dasar manusia.™ lde Burton i ditden-
tifikasikan oleh Banks sebagai suatu ide yang
mencoba untuk menciptakan perdamaian
yang positif. >

Masalah utama dari konsepsi di atas
adalah bagaimana menciptakan svatu insiitusi
yang efekul untuk menyelesaikan kontlik.
Kaum peace researcher memberikan dua
jawaban utama terhadap pertanyaan ini.
Jawaban pertama berusaha untuk mengem-
bangkan prosedur resolusi konflik {(conflicr
prevention, conflict management, conflict
resolution dan conflict provention) yang
didalamnya terdapat upaya untuk (1) me-
ngembungkan proses fasilitasi: (2} meran-
cang strategi keterlibatan pihak ketiga: dan
(3) memulal proses perbuahan struktural yang
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diperlukan untuk menghilangkan sebab-sebhab
fundamental konflik.™

Jawuban kedua dari masalah pen-
ciptaan institusi resolust konflik berkisar
tenlung kemungkinan terjudinya proses
perubahan struktural. Bagi Gallung, peru-
hahan struktural bisa dimulas jika potensi
kekerasan strukoural (structural violence)
yang ada dalam sistem bisa diindentifikas: dan
dengan demikian dapat dirancang solusi-
solusi yang mungkin diterapkan untuk
menghtlangkannya’. Proses merancang
solusi tersebut akan memaksa negara untuk
sceara kolektif*™ mengeksplorasi cara-cara
non-kekerasan vntuk menyelesatkan seng-
keta dan menempatkan instrumen perang
sehagai alternatif terakhir.

Keberhasilan penerapan resolusi
kontlik icrgantung dan usaha untuk mengatasi
penyebab konflik 1 yang dipecah menjadi
Lea lapisan besar: kekerasan bersenjata.
pertikaian elit, dan sumber-sumber historis-
subyektif.” Ketiga lapis konflik ini harus
ditunguni dengan byak untuk dapat me-
ngcliminasi sumber-sumber kekerasan
strukturat.

Lapisan pertama yang harus dikupas
adalah kenyataan bahwa konflik terjadi
karena minimal ada dua kelompok antagoenis
yang memiliki kemampuan untuk menerapkan
tehnik-tehnik kekcrasan bersenjata ter-
organisir untuk menyelesaitkan perbedaan
diantara mercka. Konflik bersenjata dapat
ditangani jika ada usaha-usaha untuk men-
ciptakan pemisahan wilayah untar dua
kelompok yang bertikat yung disertai dengan
usaha-usaha pembentukan perimbangan
kekualan antar pihak yang bersengketa.
Perimbangan kekuatan antar pihak yang
betikai tiduk berartt harus tercipta kesamaan
kekuatan militer antar kelompok tetapi harus
dilihat sebagat adanya suatu usaha dimana
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tidak ada satu kelompok yang memonopoi
dan atau mendominasi penguasaan kekaatan
militer. Perimbangan kekuatan vang akan
dibentuk harus bisa menjamin bahwa opsi
penggunaan kekerasan mihiter tidak lagi
efcktif untuk menyelesaikan masalah dan
bahkan cenderung menimbulkan self-
destrucrion effect bug1 kelompok vang
menggunuakannya, Ini merupakan penerapan
dari syarat proporsionalitas dari doktrin firs
ad bHellum.

Usaha penciptaan “perimbangan
kekuataan™ ini ditujukan untuk menciptakan
“negative peace’™ —ditundai dengan
keberadaan suatu bentuk interaksi antar
kekuatan bersenjata terorganisir yang dapat
meredam kemungkinan pecahnya konlhik
terbuka antar pibak yang bertikai. Namun.
perdamatan negatil ini memang tidak ditu-
Jukan untuk menvelesaikan konflik secara
menyeluruh, perdamaian negatif ini hisa
berubah menjadi perdamaian positif jika ada
usaha-usaha sistematis untuk menangani
lapisan-lapisan konflik yang lain,

Teknik-teknik resolusi konflik yang
cenderung dipakal uniuk menangam
kekerasan bersenjata adalah peace-making,
humanitarian pedace-
keeping. Peuce-making biasanya diawalh
dengan gencatan senjata dan dukuti dengan
usaha untuk mencapai kesepakutan antar
pihak yang bertikal tentang kemungkinan
dilakukan bantuan kemanusiaan untuk
meringankan beban kelompok non-tempur.
Gencatan senjata in dijaga dengan tehnik
peace-keeping yang biasanya melibatkan
kekuatan militer dan pihak yang netral untuk
menjaga Kesepakatan gencatan senjata.

Konflik tidak akan bereskalusi
menjad) kekerasan bersenjata terorgunisir
Jika tidak ada rekayasa sistematis dari elit
politik. Elt-elit politik, secara teoritis. bisa

assitance dan
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berubah menjadi manusia berhati dingin jika
mercka melibat bahwa wijuan-tujuan ber-
orientas! kekuasaan yang ingin mereka capai
tidak mungkin terpenuhi melalui cara-cara
yang persuasit dan konstruksif. Lapisan
konflik 1 diatasi dengan dua cara. Cara
pertama adalah menciptakan kondisi di mana
opst penggunian kekerusan hanya akan
merugikan kedua belah pthak. Cara kedua
adalah membuka kembali alternatf-alternatil
resolusi konflik yang disepakati kedua belah
pihak. Pembukaan kembali teknik-teknik
penvelesaian konflik 1m1 memerlukan suatu
proses negosiasi langsung antar elit.

Proses negosiasi di tingkat ¢lit ini
memiltks karakier yang berbeda dengan
resolust konflik untuk menanguani masalah
kekerasan bersenjata, Jika resolusi konflik
untuk lapisan konflik I bertujuan untuk
mengisolasi akfivitas suatn kelompok dari
kelompok lainnya, maka resolust konflik 11
Im bertujuan untuk memulat proses re-
Integrasi elit polittk. Re-ntegras: yang terjadi
di pucuk piramida ini diharapkan dapat
dijadikan dasar untuk menggerakkan prosesy
yang sama ke bagian-bugian piramida
lamnya.

Proses pencrapan resolust konthik i
berlanjul dengan usiha untuk menyentuh
sebab-sebab fundamental dart konflik yang
terjadi. Determinan-determinan dasar dan
suatu konflik dapat diatasi jika masalah
intepretasi subyektif antar kelompok yang
terbentuk oleh dinamika sejarah ditangant
dengan memulai suatu proses rekonsiliasi,
yang berkonsentrast untuk menciptakan
perdamaian yang positif.!' Perdamaian tidak
dilihat dengan definisi negatif: “peace as the
absence of war” letapr dipandang sebagal
suatu proses untuk membentuk tradisi
penciptaan pola-pola resolust konflik yang
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menanggalkun opsi penggunaan kekerasan,

Usaha rekonsiliast antar pihak yang
bertikai pada dasamya harus didahului dengan
proses untuk mentransformas: persepsi dan
streotip negatif, trauma akibat kekerasan
masa lalu, serta kebencian antar kclompok
yang timbul selama terjadinya konthk,
Perhatian pada faktor-fuktor subyeknf ini
dapat diawali dengan berkonsentrasi untuk
merigankan beban yang menimpa para
korban pertikaian. Hal i1 dilakukan dengan
menimbulkan kesadaran kolektif bauhwa telah
terjadi proses "victimisarion ' dalam masya-
rakat ** Kesadaran ini dapat diperolch de-
ngan membert kesempatan pada para korban
untuk secaru eksplisit. ekspresit dan dalam
kondisi tanpa tekanan untuk mengungkapkan
realitas penderitaan dan kekerasan yung
dialami. Pernbahan faktor-faktor fenome-
nologis mi merupakan pekerjaan berat.
Masyarakat Perancis, misalnya, dianggap
sudah dapat “melapakan™ sisi-sis1 (ragis
Revolusi Perancis 1789 pada perayaan
“hicentennial” Revolust tersebut di tahun
1989,

Perubahan faktor-faktor [enomeno-
logis int menuntut agar ada upaya konkret
untuk menangani masalah-masalah keke-
rasan struktural. Masalah-masalah ini pada
dasarnya bersumber dari akumulasi rasa
frustasi individual karena apa yang 1a harap-
kan disediakan oleh sistem untuk pemenuhan
kebutuhan dasarnva secara nyata tidak 1a
dapatkan. Usaha penangangan masalah
kekerasan struktural ini membutuhkan
kombinasi dari beragam teknik resolusi
konflik seperti rekonstruksi ckonemi, pene-
rapan good-governance, demokratisasi,
rekonstiliasi, post-conflicr rehabilitation, dan
peace-maintenance. ™

83



AN WiDuAJANTO

V. Penuiup

Aplikasi doktrin fus ad bellum, baik
melalui instrumen-instrumen internasional
maupun eksplorast alternatif-alternatit
resojusi konflik, sebetulnya memberikun
peluang bagi pengembangan suatu strategi
pertahanan negara yang mengedepankan
aspek moral. Moralitas strategn pertahanan
1 menuntut pembuat kebijakan untuk
memperhatikan beberapa prinsip utama.
Prinsip-prinsip tersebut adalab (1) pembuat
kebijakan tidak lagi menempatkun instrumen
perang {dan aktor militer) sebagal instrumen
dominan dalam menvelesatkan sengketa
antar negara: (2) ada kaitan antara demokrasi
dan legalitas negara untuk menyatakan
perang: (3) inlervensi pihak ketiga meru-

pakan tindakan yang legal: () pembangunan
suatu postur pertahanan negara yang tidak
provokatil (non-provocative defense): (5)
tindakan perang ditujukan untuk menciptakan
stabilitas dan perdamaian dunia {6) prajurit
harus dibekali etika yang memberikun
penghormatan terhadap hak-hak masyarakat
sipil di medan perang: dan (7) rasionalitas
penggunaan sumber daya negara. Prinsip-
prinsip tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Penerapan dokirin ius ad hellum
dalam strateg: pertahanan negara deongan
demikian dapat dijadikan salah satu batu
penjuru untuk merevist “kekerasan™ paham
Realis. Revisi ini diharapkan dapat
memecahkan dilema keamanuan antar negara
—yang terjadi karena penerapan doktrinsi viy
pacem para belfum, dan dengan demikian
mengembangkan tatanan sistem milernasional
yang lebih damai.

Tabel T1H
Strategi Pertahanan Negara dan Doktrin iy adf betfum

Nwirat Daktrin s ad betfun

Moralitas dalum Strategi Pectahionmun Negara

fansr Resend I Optmadisast tekptk-tekmk diploanasi.

2. Eksplorast alternatil-alternatit resoluse konthk,
Aeehoerey i Pemerimtahan demokratis,

Alianst Pertshanan Kolektl Regional. 5. PRB.

Creexta fusia 6. Muotivasi perang adulah pertahanan kedaulaian negara.

7. Postur pertabuanan non-olensif/provokalif,
fudentior Recta B Penciptaan stakalitas dan perdamaian dunia,
Dixcrindnaiion g, Strategi tempur yang membedakan antara kelompok tempur dun

RO -ECITIr,
L0, Aturan-swuran HAM bugi pragurit,

P, Indervenst Kemanusiaan alau milier uniok mencegah
pelanggaran
HAM.
freapn tianafiy 12, Konsep perang terbatus bukan pesang total.
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